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Abstract

A living is a cost incurred by a person for someone who has become an obligation to provide for him,
for example children, wife, whether this income is in the form of food, clothing, shelter, and other
needs such as a house, kitchen and so on. Iddah is the waiting period for a woman who is divorced or
divorced by her husband in which she may not remarry to another man during the iddah period, to
find out how clean her womb is, and the calculation is sometimes using the aqra’ count, the month
count, or also up to give birth to. A woman who is undergoing an iddah period in Islam is entitled to
rights such as living iddah, a place to live and other needs from her husband to meet her needs. That
is Islamic law in regulating in detail and firmly the rights of a wife who is divorced by her husband,
there are many arguments that oblige a husband to give rights to his wife who has been divorced or
divorced, such as living iddah and housing. However, in reality, what happened in the lives of the
people of Pasanggar Village, Pegantenan District, Pamekasan Regency, Madura, was very different
from what had been stipulated in Islamic teachings. So the practice that was carried out by the
Pasanggar Village Community regarding giving an iddah to his wife was not good. Therefore the
authors make a research formulation 1) How is the understanding of the people of Pasanggar
Village, Pasanggar District, Pamekasan Regency regarding iddah income, 2) what are the factors
that do not provide iddah income, 3) what are the views of the ulama’ towards the people of
Pasanggar regarding husbands who do not provide iddah income against a wife who does not
provide iddah during divorce raj'i. This research is included in the qualitative research which is a
field research (Fuld resect). Field research or (Fuld resect) focuses more on collecting data from
predetermined informants. The data sources used are primary and secondary data using qualitative
data analysis. The results of this study can be concluded that the implementation of the fulfillment of
the rights and obligations of the wife during the iddah period in Pasanggar Village, Pegantenan
District, Pamekasan Regency, Madura, East Java, did not go according to Islamic law. Because most
of the Pasanggar community lacks economics and understanding of the responsibilities of providing
iddah maintenance to the wife is still minimal, they think that if they are divorced, there are no more
rights and obligations for husband and wife. Therefore, the custom practiced by the Pasanggar
community is very contrary to Islamic law. In fact, according to the custom of the people of
Pasanggar Village, when a husband and wife have divorced (talak Raj'i), the husband does not
provide iddah maintenance to his wife during the iddah period. it is very detrimental for the woman
who is divorced because her rights are not fulfilled.
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A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang sangat lama jangka
waktunya dibandingkan dari pada ibadah-ibadah yang lain, bahkan nanti bisa
sampai akhir hayat. Oleh karena itu, banyak dalil yang menjelaskan tentang
masalah perkawinan baik itu dari Nash al-Qur’an atupun Hadist Nabi saw. yang
menjelaskan tentang pernikahan dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT.
atau mendekatkan diri kepadanya.

Pernikahan juga sebuah ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan
untuk menjalin suatu hubungan yang mulia dan sangat bernilai ibadah dengan
dibingkai dalam istilah bahtera rumah tangga, karena hal demikian, itu berupa
suatu ikatan atau perjanjian, maka konsekuensinya adalah ikatan atau
perjanjian tersebut bisa dapat dilepaskan melalui penceraian atau talak.

Pernikahan atau perkawinan dalam agama kita sendiri (Islam), bukan
semata-mata sebagai perjanjian atau sebuah kontrak kekeluargaan biasa, akan
tetapi perkawinan sangat memiliki penilaian yang sangat tinggi dalam hal
ibadah. Karena Nash dan juga Hadist telah menekankan atau menjelaskan
tentang kekeluargaan, yang merupakan sebuah hubungan yang sangat suci dan
juga paling kokoh. Karena Allah Juga menyebutkan atau menanamkan
hubungan perjanjian antara suami istri dengan istilah &k @u» (perjanjian yang
kokoh ) hal ini disebutkan dalam al-Qur’an ( QS. Al- Nisa’ /4:21)

4 B ok Blas (S 00y am () (Sean a3l 15y 43556 aSody

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya lagi, sedangkan kamu sudah
berhubungan satu sama lain dengan yang lain sebaai suami istri, dan istri-
istrimu sudah mempunyai perjanjian yang sangat kuat, atas ikatan pernikahan
darimu.

Dalam Mengikuti perkara yang di perintahkan Allah SWT. Dan
menjauhkan semua yang di larangnya merupakan suatu pengabdian yang
sangat agung dan sangat mulia di sisinya. seperti halnya wanita yang sudah
menikah, itu merupakan suatu Amanah dan tanggung jawab sehingga harus
benar-benar di jaga, diperhatikan dan juga diperlakukan dengan baik. Hal ini
merupakan ketetapan Islam dalam masalah nikah, sebagaimana yang di
sampaikan oleh Nabi saw. yang berbunyi:

B RIS ey ity 1 BUL paskisl SSB L 3 b o)

Maka bertakwalah kalian kepada Allah didalam hal-hal perempuan
,karena sesungguhnya kamu telah mengambilnya untuk menjadi aman dari
Allah SWT. dan kamu juag mendatanginya dengan kalimat-kalimat yang telah
ditetapkannya.

Dalam redaksi Hadist di atas Imam Nawawi menjelaskan, bahwa
seorang suami harus lebih memerhatikan terhadap istrinya, baik dalam
memenuhi nafkah, sehingga para istri senang serta bahagia. Begitu banyak
dalil- dalil al-Qur’an maupun Hadist yang menjelaskan tentang hak-hak bagi
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sang istri dan juga kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak kepada
istrinya seperti nafkah iddah.

Sebagian Ulama’ berpendapat bahwa seseorang yang mengabaikan
atau meninggalkan hak seorang istri, maka dosanya lebih berat
dibandingkan dari pada istri meninggalkan hak-hak suami, karena jika
seorang istri tidak memenuhui hak-hak suaminya , maka suami itu lebih
mudah atau lebih leluasa dibandingkan seorang istri, karena suami lebih kuat
dan mampu untuk bersabar dalam menghadapi istrinya, dan suami juga bisa
menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan orang lain.

Berbeda dengan seorang istri ketika di ceraikan, yang mana karakter
dan sifatnya sanggatlah jauh berbeda dengan seorang suami, karena tidak
bisa berbuat apa-apa cuma bisa menangis dan bersedih dikarenakan hatinya
yang sangat lunak.

Seorang istri yang seperti ini, merasa dirinya telah gagal dalam
menjalani kehidupannya, karena sifat seorang istri itu lebih mudah berputus
asa, dia hanya bisa mengeluh, memohon kepada Allah SWT. dari semua
masalah yang dialaminya. Maka dari itu dari permasalahan yang selalu
berlarut-larut dalam rumah tangga mereka tidaklah menutup kemungkinan
keduanya akan berpisah.

Kegagalan yang sangat terpaksa diraih oleh hubungan suami istri ini
tidaklah lain kecuali untuk membimbing dan membina menjadi keluarga
yang Sakinah Mawaddah Warahmah , di sebabkan karena banyaknya faktor
yang terjadi pada mereka baik itu didalam maupun diluar rumah tangga
mereka, akan tetapi kebanyakan salah satu faktor dari mereka adalah
perbedaan pendapat serta sifat dan tabi’at mereka, yang mana dari mereka
tidaklah ada yang mengalah atau saling mengerti dalam menyikapi
perbedaan tersebut sehingga menjadikan rumah tangga mereka akhirnya
menjadi tidak baik dan tidak harmonis sehingga sampai terhadap
penceraian. (Mizan, 2021)

Penceraian merupakan cara terakhir dalam permasalahan rumah
tangga, untuk melepaskan hubungan pernikahan. Dan sebenarnya hal itu
bisa terjadi, dan tata caranya untuk penceraian tersebut sudah diatur oleh
agama dan ditentukan dalam undang-undang pernikahan/perkawinan.

Pada dasarnya penceraian adalah merupakan jalan terakhir atau
pintu darurat bagi suami istri, karena mereka berprasangka bahwa keutuhan
rumah tangga tidak mungkin di pertahankan lagi, sehingga berujung
terhadap penceraian. Mengingat bahwa negara ini adalah negara hukum,
maka segala bentuk perbuatan yang berakibat terhadap hukum, harus
diselesaikan melalui hukum juga, termasuk masalah pernikahan dan
penceraian. Adapun bagi mereka yang beragama Islam maka proses
penceraiannya di laksanakan di kantor Pengadilan Agama, sedangkan bagi
mereka yang Non Muslim, maka penceraiannya di lakukan di Pengadilan
Negeri. (Burhanatut Dyana, 2019)
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Penceraian (talak) adalah aturan-aturan sebuah hukum yang mana di
gunakan dalam memutuskan hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan.
Maka dari itu, sebuah ikatan pernikahan itu dapat terputus sebagaimana
telah diatur oleh hukum, baik itu dalam hukum islam ataupun dalam hukum
positif yang terdapat di Indonesia. PAerceraian sebenarnya Islam telah
membenarkan dengan adanya itu, namun pada kenyataannya ada
penceraian hanya dilakukan atas dasar keterpaksaan oleh pasangan suami
istri yang mana semua jalan telah di tempuh akan tetapi tidak ada hasil yang
di temukan, kecuali dengan penceraian atau talak, akan tetapi hal yang
demikian merupakan perkara yang sangat di benci oleh Allah SWT. Sekalipun
itu tetap di sahkan, walaupun penceraian atau talak itu merupakan jalan
alternatif dan juga di benarkan dalam Islam bukan berarti setelah
penceraian, tidak ada lagi kewajiban-kewajiban bagi mereka. Melainkan hal
itu akan mendatangkan hukum-hukum yang baru, yang mana sudah tertara
dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa suami di wajibkan memberikan
nafkah kepada istrinya selama menjalani masa tunggunya, dan suami wajib
untuk memberikannya. Yang mana sudah di sebutkan dalam al-Qur’an surah
al- Talaq (65):6-7

ora g e 15380 e V) (STl e Ve a5 Vg oSl 0 S Lo g0 (S
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Maka tempatkanlah mereka para istri yang sudah di ceraikan kamu,
dimana kamu tinggal ,dengan kemampuanmu, dan tidaklah kamu
menyusahkan mereka Tempatkanlah mereka para istri yang di cerai dimana
kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan hatinya, jika istri-istrimu sedang
keadaan hamil, maka berikanlah kepadanya nafkah sampai melahirkan, dan
jika mereka sedang menyusukan anaknya maka hendaklah kamu membayar
kepada mereka sebagai imbalan, bermusyawarahlah kalian terhadap sesuatu
dengan baik, dan apabila kalian menemukan kesulitan atas menyusukan
anaknya maka bolehlah perempuan lain untuk menyusukannya, hendaklah
bagi orang yang banyak rezekinya memberikan nafkah sesuai kemampuanny,
dan terhadap orang yang sempeit rezekinya maka hendaklah memebrikan
nafkah dari apa yang sudah di anugrahkan Allah kepadanya, Allah membebani
seseorang itu melainkan sesuai dengan yang di anugrahkan Allah kepadanya,
Allah nanti kelak akan menganugrahkan kelapangan setelaj kesempitan.

Dan juga dasar hadis Nabi SAW. Dari Sayyida Jabir pada saat Haji
Wada’ bahwa Nabi SAW. bersabda:

b e VO ede ST 0ly ¢ ) BSS gargp pilonzaly B Bl agd S (SOB el (3l 1)
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Dan jug hadist lain yang di riwayatkan oleh Imam Al- Nisa'l yang
berbunyi:
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Adapun Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwasanya suami istri
apabila sudah bercerai maka sang suami wajib memenuhi hak-hak kepada
istrinya yaitu nafkah iddah. karena hal ini sang istri berkewajiban untuk
menjalani masa tunggunya atau menjalani masa iddahnya. Dan begitu juga
sang suami tetap mempunyai hak untuk meurujuk lagi kepada istrinya
selama istrinya dalam menajalani masa iddahnya masih belum berakhir.

Begitulah bagaiman islam mengatur dengan baik tentang pemenuhan
hak-hak terhadap istri yang sudah di talak. Adapun ayat dan Hadist di atas
adalah sebagai dalili atau landasan yang kuat bagi seorang suami yang
berkewajiban untuk memberikan hak-hak kepada istrinya yang sudah di
talak raj’l seperti nafkah iddah dan tempat tinggal.

Akan tetapi pada reyalitanya bahwasanya yang terjadi dalam
masyarakat Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan
Madura, sanggatlah jauh berbeda. Yang mana dalam kehidupan yang terjadi
di masyarakat Pasanggar itu mayoritas ketika terjadi penceraian, biasanya
hanya dilakukan secara kekeluargaan saja, dan jarang sekali sampai ke
Pengadilan, dan juga pemahaman masyarakat Desa Pasanggar tentang
tanggung jawab pemberian nafkah iddah masih sangat minim sekali,
sehingga mereka beranggapan kalau sudah bercerai tidak ada lagi hak-hak
dan kewajiban suami istri.

Oleh karena itu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Pasanggar
itu sanggatlah bertentangan dengan Hukum Islam. Bahkan menurut
kebiasaan masyarakat Desa Pasanggar tersebut ketika sudah melakukan
penceraian antara suami istri ( talak Raj’i ), maka sang suami itu telah
menghilankan kewajiban terhadap istri selama dalam menajalani masa
tunggunya.Yang mana hal tersebut sanggatlah merugikan bagi pihak
perempuan yang di talak karena hak-haknya tidak terpenuhi. Dan
masyarakat Pasanggar juga menyangka atau beranggapan, jika seorang
suami istri sudah melakukan penceraian, maka tidak ada lagi hubungan
antara mereka berdua, artinya sudah lepas hubungannya,sehingga seorang
suamin tidak lagi memenuhi kewajiban kepada istrinya, seperti memberikan
nafkah, baik itu nafkah iddah atau tempat tinggal, karena ketika sudah terjadi
penceraian, masyarakat Pasanggar, itu biasanya suami langsung
menyerahkan istri ke rumah orang tuanya, dan hal itu sudah dianggap sangat
baik, sekalipun seorang suami tidak memberikan nafkah lagi, baik itu nafkah
iddah maupun nafkah yang lainnya. (Mizan, 2021)

Padahal dalam hukum Islam itu sudah ada ketentuan-ketentuan
tentang penceraian, karena penceraian yang terjadi itu bukan berarti
menafikan hak dan kewajiban bagi suami istri tersebut secara total, yang
mana dalam hukum Islam seorang suami tetap diwajibkan untuk
memberikan hak-hak seorang istri, seperti nafkah iddah dan tempat tinggal
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selama menjalani masa iddah. Dan juga bagi seorang istri sendiri juga
mempunyai kewajiban untuk tidak keluar rumah daen tidak boleh menerima
pinangan dari laki-laki lain. Juga dia harus tinggal di bait suaminya selama
menjalani masa iddah, sehingga suami tetap bisa memenuhi hak-hak
terhadap istrinya selama dia menjalani masa idahnya. (Sabaruddin, 2019 )

B. METODE PENELITIAN

Adapun penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif (field
research) atau dikenal dengan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian
deskriptif. Adapun pengumpulkan data ini, yaitu dengan melakukan
wawancara dengan informan (yaitu wanita iddah ). Lokasi yang di
lakukannya penelitian yaitu di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan
Kabupaten Pamekasan Madura. Adapun sumber data ini menggunakan
sunber data primer yang mana data tersebut diperoleh dari sumber pertama
dan utama yang secara langsung peneliti terjun kelapangan untuk
mendapatkan data dari informan(orang yang menjadi objek penelitian)
melalui wawancara.

Dan juga peneliti menggunakan sumber data sekunder yang mana data
tersebut diperoleh melalui (library research ). Hasil perolehan data
didapatkan melalui beragam artikel ilmiah serta laporan-laporan hasil
penelitian yang relevan, terutama yang berkaitan dengan nafkah iddah
dalam Hukum Islam.

Adapun tekniks dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi
lapangan( fiet study) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
PEMBAHASAN
Pemahaman Masyarakat Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan
Kabupaten Pamekasan Madura.

Setelalah peneliti terjun kelapangan untuk mendapatkan informasi yang
terjadi di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan
Madura. Yang mana di Desa Pasanggar terdapat permasalahan yaitu seorang
suami tidak memenuhi hak seorang istri selama menjalani nafkah iddah.
sehingga menjadikan istri tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena dia
tidak bisa kemana-mana, ini merupakan suatu permasalahan yang banyak
terjadi dikalangan masyarakat khususnya di desa Pasanggar Madura. Hal
seperti ini sudah sering terjadi, terutama terhadap orang-orang yang minim
pengetahuannya dan pemahamannya terhadap masalah nafkah iddah.

Kejadian yang ada di kalangan masyarakat Desa Pasanggar ini
sepertinya sudah tidak asing lagi tentang pemenuhan hak-hak seorang istri
dalam menjalani masa iddahnya. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan
oleh kalangan masyarakat Kkhususnya di Desa Pasanggar Kecamatan
Pegantenan Kabupaten Pamekasan Madura. Buktinya masyarakat Pasanggar
sudah terbiasa dalam hal tidak memberikan nafkah iddah kepada istrinya
mereka kurang memerhatikan terhadap perempuan sehingga kebanyakan

=0
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dari perempuan menjadi terlantar terutama setelah penceraian, Seakan-

akan perempuan tidaklah ada hak-hak lagi dalam masalah nafkah.

Sedangkan dalam al-Qur’an dan hadis sudah di jelaskan kepada kita tentang

hak-hak seorang perempuan setelah penceraian. Yang mana terdapat dalam
al-Qur’an surah al- Talaq (65):6-7

A B 1580 e V) (S0l ek Isieiad gl N (Shmy e S i n S
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Dan juga hadist lain yang di riwayatkan oleh Imam Al- Nisa’i yang
berbunyi
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Adapun ayat dan hadist di atas menjelasakan bahwasanya jika suami
istri bercerai atau talak raj’i maka suami berkewajiban untuk memberikan
hak-hak kepada istrinya seperti nafkah iddah selama sang istri menjalani
masa iddahnya. Karena hal ini sang istri berkewajiban untuk menjalani masa
iddahnya. Dan begitu juga sang suami tetap mempunyai hak untuk rujuk lagi
kepada istrinya selama masa iddahnya belum berakhir.

Begitulah bagaimana islam mengatur secara baik tentang pemenuhan
hak-hak kepada istrinya yang sudah di talak raj'i seperti nafkah iddah dan
tempat tinggal.

Akan tetapi pada reyalitanya bahwasanya yang terjadi di Desa
Pasanggar Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Madura,
sanggatlah jauh berbeda. Yang mana kehidupan di Pasanggar itu mayoritas
ketika terjadi penceraian, biasanya hanya dilakukan secara kekeluargaan
saja, dan jarang sekali sampai ke Pengadilan, dan juga pemahaman
masyarakat Desa Pasanggar tentang tanggung jawab pemberian nafkah
iddah masih sangat minim sekali, sehingga mereka beranggapan kalau sudah
bercerai tidak ada lagi hak maupun kewajiban antara keduanya.

Maka demikian kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Pasanggar
itu sanggatlah bertentangan dengan Hukum Islam. Bahkan menurut
kebiasaan masyarakat Desa Pasanggar tersebut ketika sudah melakukan
penceraian antara suami istri ( talak Raj’i ) maka suami tidak berkewajiban
dalam memberikan nafkah iddah terhadap istrinya selama dia menjalani
masa tunggunya. Yang mana hal tersebut sanggatlah merugikan bagi pihak
perempuan yang di talak karena hak-haknya tidak terpenuhi. Dan
masyarakat Pasanggar juga menyangka atau beranggapan, jika seorang
suami istri sudah melakukan penceraian, maka tidak ada lagi hubungan
antara mereka berdua, artinya sudah lepas hubungannya, sehingga hal
tersebut menafikan hak-hak kewajiban bagi seorang suami terhadap istri,
seperti memberikan nafkah, baik itu nafkah iddah atau tempat tinggal,
karena ketika sudah terjadi penceraian, masyarakat Pasanggar, itu biasanya
suami langsung menyerahkan istri ke rumah orang tuanya , hal yang
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demikian, itu sudah dianggap sangtlah baik bagi mereka, sekalipun suaminya
tidak memberikan nafkah lagi, baik itu nafkah iddah maupun nafkah yang
lainnya. (Mizan, 2021).

Padahal dalam hukum Islam itu sudah ada ketentuan-ketentuan
tentang penceraian, karena penceraian yang terjadi itu bukan berarti
menafikan terhadap hak dan kewajiban bagi suami istri tersebut secara total,
yang mana dalam Islam seorang suami tetap diwajibkan untuk memberikan
hak-hak seorang istri selama menjalani masa iddahnya sepeti nafkah iddah.
Dan juga bagi seorang istri sendiri juga mempunyai kewajiban untuk tidak
menerima lamaran dari orlang lain selama dalam menjalani masa idahnya,
dan juga tetap tinggal di bait suaminya , agar sang suami tetap bisa
memberikan nafkah kepada istrinya selama dia menjalani masa idahnya.
(Sabaruddin, 2019 )

Adapun reyalita yang terjadi dalam Masyarakat di Desa Pasanggar
Kecamatan Pegantenan merupakan contoh, setelah terjadi penceraian atau
talak maka hubungan antara mereka sudah selesai, seakan-akan tidak ada
hak dan kewajiban lagi baik suami maupun istri. Sebagian besar istri yang
ditalak oleh suaminya dia tidaklah mendapatkan hak- hak dari suaminya lagi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwasanya kenyataan atau
praktik yang terjadi di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten
Pamekasan Madura mayoritas masyarkat di desa Pasanggar itu tidak
memberikan hak-hak kepada istri yang sudah di talak raj’i selama menjalani
masa iddah, seperti memberikan nafkah iddah dan tempat tinggal, Hal itu
sangatlah bertentangan dengan Islam.

1. Faktor-Faktor yang menyebabakan Suami tidak memberikan nafkah
iddah di Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten
Paemekasan Madura.

Setelah peneliti analisis dari permasalahan tersebut, yaitu seorang
suami yang tidak memenuhi hak seorang istri selama masa iddah talak raj’l,
di sebabkan karena adanya faktor yang memengaruhi suami tidak
memberikan nafkah iddah kepada istri, di bawah akan di sebutkan faktor-
faktor ketidak memberikan seorang suami nafkah iddah kepada istri yaitu :
a. faktor sosial

Diantara salah satu faktor sosial yang mempengaruhi masyarakat
Pasanggar adalah pandangan dan praktik mereka terkait dengan peran
gender dalam perkawinan dan perceraian. Beberapa komunitas
memiliki pandangan yang patriarki, di mana laki-laki dianggap sebagai
pencari nafkah utama dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan
nafkah kepada keluarga. Namun, dalam beberapa kasus, pandangan ini
dapat berdampak negatif terhadap perempuan, terutama dalam konteks
perceraian. Beberapa laki-laki mungkin tidak memahami atau mengakui
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bahwa mereka tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada
istri mereka selama masa iddah.
b. Faktor budaya
Faktor budaya juga memainkan peran penting dalam masalah ini.
Nilai-nilai budaya yang ada didesa Pasanggar mungkin mempengaruhi
sikap dan tindakan individu terkait dengan nafkah selama masa iddah.
Beberapa masyarakat memiliki tradisi atau kepercayaan yang
menyebabkan ketidak sepakatan mengenai hak dan kewajiban dalam
penceraian. Misalnya, dalam beberapa budaya, terdapat keyakinan
bahwa seorang wanita harus mengandalkan keluarganya sendiri selama
masa iddah dan tidak bergantung pada suami. Keyakinan semacam ini
dapat menghalangi pemenuhan hak nafkah yang seharusnya diberikan
kepada istri.
c. Faktor Ekonomi
Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam
memberikan nafkah selama masa iddah. Dalam beberapa kasus, laki-laki
mungkin tidak mampu secara finansial untuk memenuhi hak-hak kepada
istrinya selam menjalani masa iddah. Mereka mungkin menghadapi
keterbatasan ekonomi, seperti pengangguran, kurangnya pendapatan
yang stabil, atau hutang yang membebani mereka. Dalam situasi seperti
ini, mereka mungkin merasa sulit untuk memenuhi kewajiban finansial
mereka terhadap istri seperti memenuhi hak-hak istri selama masa
tunggu (nafkah iddah) dan semacamnya.
d. Faktor kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang nafkah iddah.
Selain langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya,
terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi tidak
terlaksananya nafkah iddah selama menjalani masa tunggunya didesa
Pasanggar. Salah satunya faktor yang dapat memainkan peran penting
adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan
ajaran Agama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dalam
perceraian. Beberapa individu mungkin tidak menyadari atau tidak
sepenuhnya memahami kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak
kepada istrinya selama menjalani masa iddanya. Pendidikan agama yang
lebih luas dan aksesibilitas terhadap pengetahuan hukum agama dapat
membantu mengatasi kekurangan ini dan memberikan pemahaman
yang lebih baik tentang tanggung jawab yang melekat pada mereka.
Akan tetapi yang lebih dominan dari beberapa faktor tersebut
adalah faktor ekonomi, faktor inilah yang sangat mempengaruhi tidak
terlaksananya pemberian nafkah iddah kepada istri. Hal ini yang
menyebabkan ketidak mampuan laki-laki untuk memberikan nafkah
selama masa iddah . Beberapa komunitas didesa Pasanggar mungkin
banyak mengalami tingkat kemiskinan yang sangat tinggi atau
keterbatasan ekonomi yang signifikan.
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Dalam konteks ini, laki-laki mungkin menghadapi kesulitan untuk
memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, apalagi memberikan nafkah
kepada istri selama masa iddah, karena ketidak stabilan ekonomi dan
faktor-faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi masyarakat secara
keseluruhan dapat berdampak pada ketidak mampuan laki-laki untuk
memberikan nafkah. Dan juga kemungkinan dari mereka banyak yang
pengangguran, kurangnya pendapatan yang stabil, atau hutang piutang
yang membebani mereka, sehingga dalam situasi seperti ini, mereka
mungkin merasa sulit untuk memenuhi kewajiban finansial mereka
terhadap istri seperti memenuhi hak-hak istri selama masa tunggu
nafkah iddah dan semacamnya.

Maka dari itu perlu adanya langkah-langkah untuk memperkuat
ekonomi masyarakat Pasanggar secara keseluruhan. Ini bisa melibatkan
program-program pembangunan ekonomi yang menyediakan peluang
kerja, pelatihan, dan bantuan keuangan kepada masyarakat yang
membutuhkan. Dengan meningkatkan kemampuan ekonomi laki-laki
dan perempuan, diharapkan mereka dapat lebih mudah memenuhi
kewajiban nafkah selama masa iddah.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi tidak terlaksananya
pemebrian nafkah iddah pemberian nafkah selama masa iddah talak raj'i
didesa Pasanggar, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan
pendidikan, perubahan sosial, penguatan ekonomi, reformasi hukum,
dan penegakan hukum yang adil. Hanya melalui upaya bersama dari
masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, kita dapat memastikan
perlindungan hak-hak perempuan dan mewujudkan keadilan dalam
konteks perceraian.

2. Pandangan Ulama’ Terhadap Suami yang tidak memberikan nafkah
iddah kepada istrinya selama talak Raj’i.
Pandangan Ulama’ terhadap Masyrakat Pasanggar yang melibatkan
suami tidak memenuhi hak istri seperti nafkah iddah selama talak raj’i dapat
di kaji secara konfrehersif. Yang dalam konteks ini para ulama’ memiliki
berbagai pandangan tentang tanggung jawab terhadap istrinya untuk
memenuhi haknya seperti nafkah iddah terhadap istri selama talak raj'i.
Para ulama’ empat madzhab ( Imam Hanafi, Maliki, Syai’l, dan
Hambali) yang di sebutkan di dalam kitab ¥ calls Bahwasanya mereka

berpendapat Suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah
iddah kepada istrinya selama menjalani masa iddah. Kecuali seorang istri
yang menjadikan dirinya gugur dalam mendapatkan nafkah tersebut seperti
istri yang Nusyuz ( Istri yang membangkang), maka hal itu menjadikan
gugurnya seorang istri mendapatkan nafkah, baik itu nafkah iddah ataupun
nafkah lainnya. Pendapat ini di dasarkan dengan beberapa dalil al-Qur’an
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dan Hadist, yang menjelaskan/menegaskan mengenai hak-hak dan

kewajiban suami kepada istri.

Diantara salah satu dalil al-Qur’an yang terdapat dalam surah al-Talaq
ayat 6 yang berbunyi:
s 3 e BB e SNl (T 0ly e skt pag ety oSy e S i n S
G o poiand Flas Dy Dns oS Il oyt ol (S )l 06 (el
Maka tempatkanlah mereka para istri yang sudah di ceraikan kamu,
dimana kamu tinggal dengan kemanpuanmu dan tidaklah pula kamu
menysakan mereka untuk menyempitkan hantinya, jika istri-istrimu
sedang hamil maka beriaknlah kepadanya nafkah sampai melahirkan,
dan jika mereka sedang menyusukan anaknya maka hendaklah kamu
membayar kepada mereka sebagai imbalan, bermusyawarhlah kalian
terhadap sesuatu yang baik, dan apabila kamu meneukan kesulitan
atas menyusukan anakanya maka bolehlah perempuan lain untuk
menyusukanya.
Dasar hadist yang di riwayatkan oleh Jabir pada saat Haji Wada’
bahwa Nabi SAW. bersabda:

oo ¥ 0T ke ST 0l ¢ A e b illonlye BBLL pagidsl (S sLld d 155)
Gkl E0nSy F0nSy 48 WSle hac e pf Lo R0l lad OB (paen ST ) (S b
Dan juga dalil Hadist lain yang di riwayatkan Imam al-Nasa'i dalam

kitabnya Sunan al- Nasa’l . Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda:
il Lgde Lgarad OTI3 31all oSty aaad) L

D. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang sudah di penulis teliti, yang mana sudah di
jelaskan di atas mempunyai kesimpulan:

1. Bahwasanya pemahaman masyarakat Pasanggar terhadap pemenuhan
hak-hak kepada istri seperti nafkah iddah selama talak raj’i sangtlah
minim sekali, sehingga mereka beranggapan bahwasanya seorang istri
yang diceraikan oleh suaminya selama talak raj’i , mereka para suami
tidak ada lagi berkewajiban untuk memerikan nafkah lagi terhadap istri
seperti nafkah iddah dan tempat tinggal.

2. Adapun faktor yang mana Suami tidak memberikan nafkah iddah
terhadap istri selama talak raj’l di Desa Pasanggar yaitu:

1. Faktor sosial

2. Faktor budaya

3. Faktor ekonomi

4. Faktor kurangnya pemahaman tentang pemeberian nafkah iddah

3. Ulama’ empat madzhab ( Imam Hanafi, Maliki, Syai’l, dan Hambali) yang
di sebutkan di dalam Kkitab ix,¥ calis Bahwasanya mereka berpedapat

Suami tetap memiliki kewajiban nafkah iddah terhadap istri selama
menjalani masa iddah. kecuali seorang istri yang menjadikan dirinya
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gugur dalam mendapatkan nafkah tersebut seperti istri yang Nusyuz (
[stri yang membangkang), maka hal itu menjadikan gugurnya seorang
istri mendapatkan nafkah, baik itu nafkah iddah ataupun nafkah lainnya.
Pendapat ini di dasarkan dengan beberapa dalil al-Qur’an dan hadist,
yang menegaskan hak dan kewajiban suami kepada istri.
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